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A B S T R A K  

 

Salah satu manifestasi dari program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo 

terkait ‘membangun dari pinggiran’ adalah dengan peningkatan dana desa. Salah satu 

kekhawatiran adanya peningkatan dana desa ini adalah terkait dengan semakin 

tingginya potensi korupsi pada dana desa, karena sejak sebelum penambahan anggaran 

dana desa, sejatinya korupsi yang merajalela Indonesia pada tingkat desa juga sudah 

cukup tinggi. Kekhawatiran itu menjadi terbukti ketika tak lama kemudian, kasus 

korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang notabene 

terlihat berdasarkan data ICW pada tahun 2018, dimana total kasus korupsi dari tahun 

2015-2017 selalu meningkat lebih dari 100% (seratus persen) tiap tahunnya. Terhadap 

tindak pidana korupsi yang terjadi, hal yang perlu dilakukan tentulah mengupayakan 

pemberantasannya yang salah satunya dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban 

pidana bagi si bersalah berupa pelaksanaan sanksi sesuai perbuatannya.  Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Tindak 

pidana penyalahgunaan dana desa dan ADD dan 2. Ratio Decidendi putusan pengadilan 

penyalahgunaan dana desa dan add. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan 

peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan 

penelitian ini, ditemukan bahwa 1. Penyalahgunaan dana desa dan ADD merupakan 

bagian dari tindak pidana korupsi sebab di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat 

merugikan keuangan negara dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat. 

Adapun kategori penyalahgunaan dana desa dalam UU Tipikor yakni: (1) 

Merugikan keuangan negara; (2) Penggelapan dalam jabatan; (3) Perbuatan curang; 

(4) Benturan kepentingan dalam pengadaan. Oleh karenanya seluruh perangkat 

desa yang melakukan perbuatan penyelewengan keuangan khususnya dana desa 

dan ADD dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana maka dapat dikenakan 

tindak pidana korupsi dana desa dan ADD dan 2. Berdasarkan putusan Nomor 

10/Pid.Sus/2015/PN.Mam,, Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1225K/ Pid.Sus /2015, sejatinya dapat dipahami, bahwa 

salah satu permasalahan utama terkait penyalahgunaan dana desa dan ADD adalah 

terkait dengan kemampuan dalam melakukan perencanaan penggunaan anggaran 

dana desa yang cermat dan akurat. 
Kata Kunci: anggarana dana desa, pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan 

dana desa, korupsi,  
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One of the manifestations of President Joko Widodo's Nawa Cita program regarding 

“building from the periphery” is the increase in village funds. One of the concerns 

about an increase in village funds is related to the increasing potential for corruption 

in village funds, because since before the addition of the village fund budget, corruption 

that was rampant in Indonesia at the village level was quite high. This concern became 

evident when soon, cases of corruption in village funds continued to increase from year 

to year which incidentally was seen based on ICW data in 2018, where the total cases 

of corruption from 2015-2017 always increased by more than 100% (one hundred 

percent) each. the year. Regarding the criminal act of corruption that occurs, what 

needs to be done is of course to strive for its eradication, one of which is done by asking 
the guilty party for criminal responsibility in the form of implementing sanctions 

according to his actions. Based on this background, the formulations of the problems 
in this study are: 1. Criminal acts of misuse of village funds and ADD and 2. Decidendi 

Ratio court decisions of misuse of village funds and add. This research is a legal 

research with statutory regulations (statute approach), conceptual approach 

(conceptual approach), and a case approach (case approach). Based on this research, 

it is found that 1. Misuse of village funds and ADD is part of the criminal act of 

corruption because there are things that can harm state finances and fulfill the rights 

of community welfare. The categories of misuse of village funds in the Corruption Act 

are: (1) Harm to state finances; (2) Embezzlement in office; (3) Fraudulent acts; (4) 

Conflict of interest in procurement. Therefore, all village officials who commit 

financial fraud, especially village funds and ADD and fulfill the elements of criminal 

responsibility, can be subject to criminal acts of corruption of village funds and ADD 

and 2. Based on decision Number 10 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mam,, Number 45 / Pid.Sus 

/ TPK / 2011 / PN.BDG, and the Supreme Court Decision Number 1225K / Pid.Sus / 

2015, in fact, it can be understood, that one of the main problems related to misuse of 

village funds and ADD is related to the ability to plan usage careful and accurate 

village fund budget. 

Keywords: village fund budgeting, criminal responsibility, misuse of village funds, 

corrupti 
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